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1. Proses Bisnis Koordinasi dan Konsultasi Melakukan Kordinasi dan
Penyusunan Proses Bisnis menyediakan layanan
SPBE di Pemda konsultasi penyusunan proses
Penugasan Kemendagri bisnis Pemda
Dalam Perpres 95/2018 2. Layanan SPBE Koordinasi penerapan Melakukan Koordinasi
(SPBE) Layanan SPBE di Pemda penerapan layanan SPBE di
Pemda

INISIATIF STRATEGIS DALAM RENCANA INDUK SPBE NASIONAL

Mengkordinasikan proses bisnis DOMAIN INISIATIF STRATEGIS KELUARAN TARGET

Pemerintah Daeerah KEGIATAN WAKTU
1. Layanan SPBE  Portal Layanan Publik Integrasi Proses 2018 — 2025

Mengkordinasikan penerapan yang terintegrasi Bisnis Pelayanan

SPBE di pemda Publik Pemda




= KONDIS|I YANG DIHARPAKAN
DARI PENERAPAN SPBE

PELAYANAN
PUBHIRFAINS INOVASI TIK
TERPADU,
YANG
EFEKTIF,
) EFEKTIF,
RESPONSIF,
ADAPTIF, DAN EFISIEN DAN
’ TERINTEGRASI

MUDAH
DIAKSES




=== STRATEGI PERCEPATAN
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Integrasi Birokrasi
Pengembangan tusi kelembagaan
yang saling terhubung
Pengembangan SOP layanan &
kerjasama lintas instansi
(Business Process Re-Engineering)
De-Bottlenecking Regulasi

Pemberdayaan SDM lintas instansi
v Peningkatan kapasitas SDM sesuai
tusi dan sertifikasi
v Pemberdayaan SDM Ahli inter-
sektoral dan lintas instansi

Konsolidasi Infrastruktur
Penggunaan infrastruktur berbagi
pakai
Pemanfaatan multy-channel
teknologi
Analisa beban kerja dan
perkiraan kebutuhan yang cermat }

Aplikasi berbagi pakai
v Pemanfaatan aplikasi generik
nasional
v Integrasi data




=== TIM KOORDINASI SPBE PEMDA

Sekretaris Daerah

* Mengoordinasikan
penerapan kebijakan SPBE
Pemda

+ Mengoordinasikan layanan
pemerintahan

* Mengoordinasikan SPBE
dengan instansi pusat dan
pemda lain

Kepala Ortala

* Mengoordinasikan integrasi
proses bisnis Pemda

Kepala Keuangan

Daerah

* Mengoordinasikan
penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/
Perguruan Tinggi

* Memberikan rekomendasi arah
pembangunan TIK

Kementerian PPN/
Bappenas KEMKOMINFO

Kadis
Kominfo

Sekretaris
Daerah

Kepala
Perangkat
Daerah

Wantikda
PT

Dinas Kominfo

* Mengelola Arsitektur SPBE

* Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi dan
infrastruktur TIK

* Melaksanakan manajemen
aset TIK dan Layanan

Kepala Bappeda

* Mengoodinasikan perencanaan
SPBE Pemda

* Mengoordinasikan tata kelola
data dan manajemen data

Kepala Perangkat

Daerah

* Menyampaikan kebutuhan layanan
SPBE Pemda
* Mengelola layanan SPBE




INDEX SPBE DAERAH 2018

PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Tata
Kelola
5
Layanan Publik 2 Kebijakan
: yanen Indeks SPBE

\ Nasional 1,98
Layanan Adm Perencanaan
Pemerintahan dan Strategi Indeks SPBE
Instansi Pusat 2,60

Indeks SPBE Pemda
1,87

TIK Kelembagaan

——Nilai ——Target
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mm== PELAKSANAAN ASISTENSI DAN
MONEYV 2019

Kegiatan asistensi dan monitoring merupakan tindak lanjut pelaksanaan evaluasi SPBE
yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

1 Agust - 310kt 2019 1 Nov - 30 Nov 2019
4 ™\ .
Kementerian PANRB (" Masing-masing K/L/D B Evaluasi
mt_-:'lakuklan koordlna5|/ kembali melakukan DOkU men
25|stzn5|/pemblr|1oaan. evaluasi mandiri sesuai
ti(:\‘::lzkielx(r{'l_ulf f:eelalils;g:rlwaan PermenPANRB No.5 Evaluator melakukan penilaian
evaluasi y:mgecelah Masing-masing K/L/D Tahun 2018 kemudian terhadap jawaban atau
dilakukan pada tahun melgkukan perbaikan/ menyamp_alkan kepada tanggapan dan bukti-bukti
2018 peningkatan penerapan Kementerian PANRB pendukung yang diberikan oleh
i SPBE responden, hasilnya akan
dijadikan nilai indeks SPBE
N Asistensi Evaluasi . tahun 2019 )

Mandiri

1Sept-31 2019

30Juli-310
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=== HASIL EVALUASI SPBE 2019

Predikat Indeks SPBE E
B Baik

I Cukup

B Kurang
| Sangat Baik




PERMASALAHAN UMUM
PENERAPAN SPBE DI DAERAH

. Sebagaian besar sistem dibanguan belum berdasarkan tugas/fungsi.

Sebagian besar sistem tidak terpadu dan terintegrasi.

Data masih terpencar-pencar di masing-masing wali data

Belum ada standar pengelolaan data dan system yang baik

Pembangunan sistem/aplikasi masih berisfat sporadic

SDM Untuk pengelolaan TIK masih kurang dan belum terorganisasi dengan baik

Masyarakat masih sulit mendapatkan informasi yang akurat

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dan masih menggunakan cara
tradisional

.Belum adanya infrastruktur TIK yang baik untuk mendukung system pemerintahan
berbasis elektronik ( SPBE)

10.Skema belanja TIK Pemerintah sangat otonom
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